PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN

Menimbang

a.

KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa  penamaan  Sekretariat Badan  Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dalam Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, bertentangan
dengan penamaan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;



Mengingat

Menetapkan

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor
42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014 Nomor 328) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 dan angka 4 Pasal 1 diubah,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebgai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud

dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
sebagai unsur pelaksana sebagian tugas teknis
operasional dan/atau tugas penunjang pada
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan
kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan keterampilan.

3. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Sekretariat  Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah
Sekretariat ~ Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu
organisasi perangkat daerah pada Lembaga Lain
Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka tugas
pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh Kepala
Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan penunjukkan
pelaksana tugas mewakili Kepala UPT.



3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 14

Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah
pada eks Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Daerah disetor ke dalam
penerimaan Sekretatriat BAKORLUH dan merupakan
retribusi penerimaan dan pemakaian kekayaan daerah
sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKR

DAERAH PROVINSI
SULAWES{ TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 383



